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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAヽVESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR  290/057/ TAHUN 2023

TENTANG

PETvIBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

a. bahwa berdasa-rkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intem Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Salgihe, diperlukan upaya dalam

mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat

Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Pembentukan Strukur Pengelola Risiko

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;

1. Undarg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahao lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LcmbararptT
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Menetapkan

KESATU

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undalg Nomor

2 Tahun 2022 tet\tang Cipta Kel]a menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167,Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Bupati Nomor 2l Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulaual Sangihe (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 21);

6. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaiai Risiko di Lingkungar-r

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita

Daerah Kabupaten Kepulauar Sangihe Tahun 2018

Nomor 4O);

7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 terLta.ng

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Keda Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kepuluan Sangihe Tahun 2O22 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Membentuk Strukur Pengelola Risiko Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2023, derLga.,l susunan

sebagaimana tercantum dalam l,arnpiran yang merupakarl

bagian tidak terpisaikan dari Keputusan Bupati ini.

Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud diktum
KESATU terdiri dari:

KEDUA
R),



a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daeral sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan risiko pemerintah daerah;

c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

a) Bupati Kepulaua.n Sangihe sebagai ketua;

b) Sekretaris Daerali Kabupaten Kepulauan Sangihe,

sebagai Koordinator merangkap anggota;

c) Seluruh Perangkat Daerah.

2. Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah

a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Pemilik

Risiko Strategis sebagai Ketua;

b) Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah sebagai

koordinator merangkap anggota;

c) Kepala Bagian/Bidang/Unit Kerja selaku Pemilik

Risiko Operasional sebagai Anggota;

d) Kepala Sub Bagian Pereacanaal/Kepala Sub

Bidang sebagai Anggota.

3. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:

a) Bupati Kepulauan Sangihe sebagai Ketua;

b) Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe sebagai Koordinator merangkap anggota;

c) Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

sebagai anggota;

d) Kepala Badan Pengelolaan Keuangar dan

Pendapatan Daerah sebagai anggota.

4. Unit Kepatuhan, yang terdiri dari:

a) Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekda Ihbupaten Kepulauan Sangihe;

b) Asisten Perekonomian dan Pemba:rgunan Sekda

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c) Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

5. Inspekur Daerah

Pengawasan.

sebagai Penanggung Jawab pq,
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KETIGA Stukur Pengelola Risiko sebagaimana dikum KEDUA

memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaar risiko

berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaar

risiko pemerintah daerah;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan

pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah,

yaitu:

1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

2. memfasilitasi proses penilaian risiko;

3. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, memiliki tugas

sebagai berikut:

1) melaksanatan kegiatan penilaian risiko (nsk

@ssessment) atas risiko tingkat shategis pemerintah

daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun

2023-2026 dan diprioritaskan atas urusan wajib dan

Pilihan;

2) melaksanakan penilaian risiko strategis pemerintah

daerah secara Control Serl Assessment (CSA)/ Fontm

Group Di.scus sion (FGD) ;

3) menyusun hasil penilaian risiko (ri.sk @ssesment)

untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;

4) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat

capaian kineda dan peristiwa risiko yang terjadi

dimasa lalu dalam unit ke{a masing-masing, sebagai

indikator peringatan dir:'i learlg warning ind.icatofl dat
sebagai database untuk memprediksi keterjadian

risiko dimasa yang akan datang;

5) memberikar masukar kepada Komite Pengelolaan

[Risiko tentaog pelaksanaaa pengendalial risiko;

6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap

pelaksanaan pen gendaliar.

d- Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah, memiliki tugas

sebagai berikut:

1) melalsanaka.n kegiatan penilaian risiko (rrsk

assessmen4 atas risiko tingkat strategis dan/atau R4
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tingkat operasional, serta melaksanakan

pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

2) melaporkan perisitiwa risiko yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan sehari-hari;

3) menyelenggaratan catatan historis atas tingkat

capaian kinerja dar peristiwa risiko yarg terjadi

dimasa lalu dalam unit keda masing-masing, sebagai

indikator peringatan dini learlg uaming in-dicatol) dar,

sebagai database untuk memprediksi keterjadian

risiko dimasa yang akan datang;

4) menyusun hasil penilaian risiko (r,isk assesment)

untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;

5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan

Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;

6) melakukarr monitoring dan pengendalian terhadap

pelalsalaan pengendalial.

e. Komite Pengelolaan Risiko

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaal

risiko Pemerintah Daerah;

b) menetapkar kebijakar penerapan pengelolaan

risiko Pemerintah Daeiah, antara lain : Kategori

Risiko, Matriks Analisis Risiko, I-evel Risiko dan

Selera Risiko;

cl menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko dal1

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat

Pemerinta-h Daerah;

d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang

meliputi sosialiasi bimbingan, supervisi dan
pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan

Pengelolaar Risiko Pemeritahan Daerah;

b) menyusun konsep kebijakan penerapan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara
F4
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lain: Kategori Risiko, Kriteda Risiko, Matriks

Analisis Risiko, Ievel Risiko, dan Selera Risiko;

c) mengoordinasikan pembinaan terhadap

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah ya]lg

meliputi sosialiasasi, bimbingan, supervisi, dan

pelatihan Pengelolaan zusiko di Lingku[gan

Pemerintah Daerah;

d) membuat laporan triwulalan daII tahunarr

kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang

disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk

pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah

Daerah;

b) membantu ketua dalam menyusun kebrjakan

penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,

antaral lain : kategori risiko, kriteria risiko,

matriks analisis risiko, level risiko dan selera

risiko;

c) melaksanatar kebijakan pembinaan terhadap

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang

meliputi sosialisasi, bimbingan, superuisi, dan

pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan

Pemerintal Daerah.

f. Asisten Sekretaris Daerah Unit Kepatuhan bertugas

memantau pelaksanaan pengelol,aan risiko pada unit
pemilik risiko di Lingkungan pemerintah daerah darl

perangkat daerah, yaitu:

1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendaJian;

2. memantau pelaksanaan renca.na tindak
pengendalian;

3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit
pengelolaan risiko;

4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan

pemantauan pengelolaaa risiko yang disampaikan

kepada Bupati cq Selaetaris Daerah. M
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KEEMPAT

KELIMA

g. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab

pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang

memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah

daerah, yaitu:

1. memberikan layanan konsultasi penerapan

pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan

efektivitas pengelolaan risiko dalarn penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi Pemerintah;

3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap

rancarg bangun serta implementasi pengelolaan

risiko secara keseluruhan.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Angga,ran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran

2023.

Bupati ini mulai berlal<u pada tanggalKeputusan

ditetapkan.R4

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 9 November 2023

Pj BUPATI LAUAN SANGIHE,

RINNY NTUAN



LAヽ4PIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR   :     290/057/    TAHUN 2023

TENTANG  :   PEMBENTUKAN   STRUKTUR

PENGELOLA RISIKO KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE TAHUN 2023

STRUKTUR PENGELOLA RISIK0

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2023

PENANGGUNG JAヽ VAB
PENGELOLAAN RISIKO

K00RDINATOR
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

A.UNIT PEMIし IK RISlKO
TlNGKAT PEMERINTAH
DAERAH

: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

: SEKRETARIS I)AERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGlHE.

I11

KETUA

K00RDINATOR

ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

1. INSPEKTUR IDAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. SEKRETARIS ])PRD KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3.KEPALA BADAN PERENCANAAN
SERTA   PENELITIAN   DAN
PENGEMBANGAN      DAERAH
KABUPATEN       KEPULAUAN
SANGIHE;
4.KEPALA  BADAN   PENGEL10LA
KEUANGAN  DAN  PENDAPATAN
DAERAH●KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
5.KEPALA   DINAS   KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
6.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN        DAER組
KABUPATEN       KEPULAUAN
SANGIHE,
7.KEPALA :DINAS TENAGA KERJA
DAERAH IくABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE,
8.KEPALA  DINAS  LINGKUNGAN
HIDUP  DAERAH  KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE, ル
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9. KEPALヽ   Dm・AS   PEマTANlAN
DAERAH KABUpATEN KER,:.頼 JAN
SANO■■E:

10.:ξEPALA   D]NAS   l(ETAHANAN
PANOAN  DAERAH  KABUPATEl
КEPULAl,AN SANGiHE;
11.KEPALA D NAS PERUMAFBN DAN
KAu'ASAN PERMUK■ iAN SERTA
Pl)RTAitAiIAN          E,AE.R′」{
ん嘔氏
".ATEN      :0〕

PULAUAN
SANGlHE)
12.KEPAu D藝 :AS oENGI NDAL`il
PENDJDUK DAN KELUARCA
BERENCANA DAERtt KABOPATEN
KEPULA=,AN SANGIEi
13.KEPALA DINAS PER IDじ STRL讀
DAN  PERDAOANOAN  DAERAI]
KABUPATEN      KERЛ ■IUAN
SANO■E,
14.KEPALA l)INAS PERH,STAKAAN
DAN  ICARSIPAN  DAERAH
KABUPArEN       КEPULAUAN
SANCIHE:
15.10EPALA BADAN  KEPEGAWALAN
DAN  PENGEMBANGAN  SDl(
DAERAH KABUIPAlEN I(EPULAt AN
SAN(lHE,
16.KEPALA  BADAN  PENGELOLA
pERBATAS籠         ■,AERAH
KABUPATEN      KEPULA:,AN
SAl CiHE:
17.KEPA121              BADAi,
PENANGG・ UlANG・AN    BENCANA
DAERAH KABUPATEN KEPULAじ AN
SAN01H=,
18.KEPALA D:NAS KOMUMKAS1 1'AN
iNF01翻 TkA        DAERAH
KABUPATEN       KEPULAUAN
SANC・■■Ci

l'.KEPALヽ D NAS KEPENDUDUКAll
DIA,l PENCATATAN 8PⅡ .DAERAH
KABUPATEN       ICR,LAUAN
SANGIHE:
20.KBI ALA   BADAN   I(ESAl｀しAN
BANCSA DAN F01■■K DAERAH
KABUPATEN       lG〕R,1,ヽUAN
SANGlHE:
21.KEPAレt DINAS SCSH DAERAH
KABUPATEN       :ぐEPULAUAN
SAN0 1lE,
22.KEPALl Dコ:AS PEMBERDAYAAN
PEREル,H,AN DAN P RuNDUNGAN
ANAK   DAERAH   КABUPA'EN
Ю 測 鳳 UAN SぶGH,
23.KEpALA DmAS KO,ERASI DAN
UK■
`   DAERAH   l(ABUPATENKEPUlムUAN SANGiHE; ν
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B.UNIT PEMILIK RISIKO(UPR)
PERANGKAT DAERAH

KETUA

K00RDINATOR

ANGGOTA

24.КEPALA  D NAS   PENANAiv`AN
MODAL DAN PERИ NAN SATU
PINT   DAERAH   KABUpATEN
KEP:jLAUAN SAN01HE;
26.KEIAL′  ヽ  DiNAS   PARI,mSATA
DAERA月 1(ABUPATEN KEPULAUAN
SAN(lHEi
26.KEPALA D●AS PERHUBUNOAN
l AERAH KABOPATEN XEPULA=AN
SANGIHE〕
27.KEpALヽ  D:NAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA DAERtt KABUPATEN
KEPULAUAN SANGnIE,
28.КEPALA  D:NAS  PERⅡ (ANAN
DAERAH KAB=PATEN KEPULA【 AN
SANG〔HE;

γ,.КEPALA Dm・AS 'E■ BERDAYAAN
MASYAtuOT DAN DESA DAE:毬 H
KABUPATEN       KEPULA=AN
SAl(lHE,
30.ЮEPADl DINAS PE■ iBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN・ DESA DAERAH
KABUPATEN       KEA,1■ UAN
SAl,G[HE;
31.KEP,uA DD:AS PEKER,AAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG DAЁ RAH
KABUPAlEI       KEP01AUAN
SANG:HE;
32.KEPALA SATUAN RDШ SI PAMONG
HもりA DAN KEBA:0燎 AN DAERAH
KABUPATEN       КEPULA,Ali
SAN・GIHE.

KEPALA PERANGKAT I)AERAH

SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH

1器
総 /UNIT網

慕
IANttPALA2.KEPA訟

/UNlT KER、 ,A.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

C.KOMITE PENGELOLMN
RISIKO
KETUA

KOORDINATOR KEPALA  BADAN   PERENCANAAN
SERTA     PENELITIAN      I)AN
PENGEMBANGAN        DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN._
KEPULAUAN SANGIHE,        ′

～

/
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2. KEPALA  BADAN  PENGELOLAAN
KEUANGAN  :DAN  PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

D.UNIT KEPATUHAN 1. ASISTEN  PEMERINTAHAN  DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
KABUPATEN       KEPULAUAN
SANGIHE:
2.ASISTEN  PEREKONOヽ lIAN  DAN
PEMBANGUNAN        SEKDA
KABUPATEN       KEPULAUAN
SANGIHE;
3. ASISTEN  ADヽ1lNISTRASI  UlИ :UM
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

KABUPATEN

SANGIHE

E.PENANGGUNG JAWAB
PENGAヽVASAN

INSPEKTUR  DAERAH
KEPULAUAN SANGIIIE.

ン

P〕・

RINNY AN

く


